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RINGKASAN 

Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota 
DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019 

Deshinta Christy Amalia 

Salah satu tujuan penyusunan kerangka hukum Pemilu adalah untuk 
menjamin terlaksananya Pemilu yang tertib tanpa memicu adanya konflik sehingga 
tidak mempengaruhi kualitas demokrasi. Pemilu sebagai arena kompetisi sangat 
riskan terjadi konflik baik pada pelaksanaan Pemilu maupun setelah pelaksanaan 
Pemilu. Oleh sebab itu kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa agar 
dapat memberikan persamaan persepsi antara peserta Pemilu, penyelenggara 
Pemilu serta masyarakat demi mewujudkan Pemilu yang demokratis.  

 
Substansi perundang-undangan secara hierarkis tidak boleh tumpang tindih 

terlebih dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun 
demikian, implementasi putusan Bawaslu pada penyelesaian sengketa proses 
Pemilu pada prakteknya sering menimbulkan kontradiksi dengan mekanisme dan 
prosedur yang tercantum dalam PKPU. 

 
Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah mengapa terjadi sengketa dalam 

penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019 dan mengapa terjadi ketidakadilan 
dalam penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris yang memadukan kajian terhadap regulasi Pemilu dengan fakta empiris. 
Berdasarkan data dan Informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan 
penelitian dokumen pengajuan pencalonan hingga keluarnya putusan Bawaslu 
Kabupaten Blitar, ditemukan fakta ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa 
penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019. 

 
Pemerintah perlu merumuskan kembali beberapa penegasan aturan dalam 

pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 
mekanisme penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara. PKPU dan 
Perbawaslu seharusnya menjabarkan Undang-undang Pemilu tanpa mengubah 
interpretasi. Meskipun penetapan PKPU dan Perbawaslu merupakan hak atributif 
KPU dan Bawaslu, namu seyogyanya ketentuan perundang-undangan yang lebih 
rendah tidak bertentangan dnegan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya. 

 
Dalam penelitian ini ditemukan faktor administrasi dan faktor politik yang 

menjadi penyebab terjadinya sengketa. Berawal dari adanya faktor politik di 
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internal Partai Berkarya kemudian berimplikasi pada pengabaian mekanisme 
administrasi pencalonan sehingga menyebabkan satu-satunya kandidat perempuan 
pada Dapil Blitar 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menggugurkan calon 
lain yang memenuhi syarat di Dapil tersebut. 

 
Dari empat dimensi ketidakadilan yang diteliti, dimensi kepastian hukum 

paling banyak ditemukan sehingga perlu penegasan kembali batasan perselisihan 
yang masuk dalam kategori sengketa proses Pemilu, kedudukan hukum pemohon 
dan termohon serta fungsi pengawasan Bawaslu pada tahapan pencalonan. 
Selanjutnya dari dimensi ketepatan waktu, rekomendasi yang diberikan adalah 
dengan menyelaraskan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu yang semula 
hari kerja menjadi hari kalender sesuai dengan ritme tahapan pelaksanaan Pemilu. 

 
Dari dimensi kesetaraan, tidak adanya upaya banding bagi KPU dalam 

sengketa proses penetapan DCS memiliki dua kemungkinan bagi KPU. Pertama, 
sepakat dalam proses mediasi dan mengikuti permohonan pemohon meskipun tidak 
sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada di PKPU. Kedua, bertahan 
dengan keputusannya dan melanjutkan pada sidang ajudikasi meskipun terdapat 
kemungkinan putusan Bawaslu menganulir Keputusan KPU. 

 
Pada dimensi kapabilitas pengawas Pemilu, direkomendasikan untuk 

melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan kompetensi. Selain itu, keserentakan 
Pemilu bisa menjadi dasar keserentakan rekrutmen penyelenggara Pemilu agar 
tidak terjadi penggantian penyelenggara Pemilu di tengah tahapan Pemilu demi 
menjaga kesinambungan kinerja dan keputusan. 
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SUMMARY 

 Injustice at Disputes Temporary Candidate List for Members of  
DPRD Blitar Regency in the 2019 Election  

 
Deshinta Christy Amalia 

One of the objectives  preparation of election legal framework is to ensure 
that elections are conducted in an orderly manner without triggering conflicts so 
they don't affect the quality of democracy. Elections as a competition arena are very 
risky for conflicts during the election and after the election. Therefore, election legal 
framework must be structured in such a way as to provide a common perception 
between election participants, election organizers and the public in order to realize 
a democratic election. 

 
Substance of the legislation in a hierarchical manner shouldn't overlap, 

especially with higher level legislation. However, implementation of Bawaslu's 
decision on election process dispute resolution often creates contradictions with the 
mechanisms and procedures in PKPU. 

 
Research question in this thesis is why there was a dispute in determining list 

candidates of  DPRD Kabupaten Blitar in 2019 general election and why there was 
injustice of disputes over the list candidates of  DPRD Kabupaten Blitar 2019 
general election.  

. 
This research is a qualitative research with an empirical juridical approach 

that combines studies of election regulations with empirical facts. Based on the data 
and information that has been collected through interviews and research on the 
nomination submission documents until the decision of the Blitar Regency Bawaslu 
is issued on the dispute over the election process for members of the DPRD 
��������������� !���"#�$%�����&����&� ��� ��$�'�#�%$�����#��'������&���(���(������%��

of the election law in dispute election process resolution. 
 
The government needs to reformulate several affirmations of rules to 

implementing registration, verification and determination of the list candidates for 
DPRD members and settlement of disputes over DCS determination. PKPU and 
Perbawaslu should expound the Election Law without changing interpretations. 
Although the determination of PKPU and Perbawaslu is an attributive right of the 
KPU and Bawaslu, the lower statutory provisions should not conflict with the 
regulations that are hierarchically above them. 

 
In this study, administrative and political factors were found to be the cause 

of the dispute. Starting from the existence of political factors within Berkarya Party, 
then the implications for ignoring the mechanisms and procedures in submitting a 
list of candidates and prospective candidates, causing one of the female candidates 
in the Blitar 1 electoral district to be declared ineligible. 
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This study examines the existence of injustice in four dimensions of legal 

certainty is found the most so that it is necessary to reaffirm the boundaries of 
disputes that fall into the category of electoral process disputes, legal position of 
the applicant and the respondent as well as the supervisory function of Bawaslu at 
the stages of registration, verification and determination of DCS. Furthermore, from 
the dimension of timeliness of election dispute resolution, the recommendation 
given is to harmonize the election process dispute resolution time which was 
originally a working day to a calendar day. 

 
The absence of an appeal for the KPU in the dispute over the DCS 

determination process has two possibilities for the KPU. First, agree in the 
mediation process and follow the Bawaslu decision which grants the applicant's 
request even though it is not in accordance with the regulations and mechanisms in 
PKPU. Second, sticking with the decision and continuing with the adjudication 
session but still having the possibility to re-enter the names of the candidates who 
were previously excluded is a separate problem in the dimension of equality of the 
disputing parties. 

 
In terms of  election supervisors capacity, it'ss recommended to conduct 

recruitment based on competency needs. In addition, the simultaneous election can 
be the basis for the simultaneous recruitment of election organizers so that there is 
no replacement of election organizers in the middle of the stages In order to 
maintain the continuity of performance and decisions 
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ABSTRAK 

Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan Daftar Calon Sementara  
Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019 

Deshinta Christy Amalia 

 

Tahap pencalonan memiliki indeks kerawanan pemilu yang tertinggi. Dalam 
kehidupan politik praktis, kontestasi dan persaingan dalam proses pencalonan 
berpotensi melanggar kerangka hukum Pemilu. Selain itu, penegakan hukum 
pemilu juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan menganalisis 
penyebab terjadinya ketidakadilan pemilu dalam menyelesaikan perselisihan 
mengenai penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan faktor administratif dan faktor politik 
sebagai awal dari perselisihan setelah penetapan daftar calon sementara. Dari 
analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa dimensi ketidakadilan pemilu 
terkait kepastian hukum, ketepatan penyelesaian sengketa, kemampuan pengawas 
pemilu dan kesetaraan di antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini 
memberikan rekomendasi pembatasan sengketa yang masuk dalam kategori 
sengketa proses pemilu, penegasan batasan waktu perbaikan dokumen calon, 
penyesuaian penyelesaian sengketa pemilu ke hari kalender, rekrutmen anggota 
Bawaslu berdasarkan kompetensi di bidang hukum. Rekomendasi ini dimaksudkan 
sebagai upaya untuk meminimalisir adanya ketidakadilan serupa dalam 
penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara dalam pemilihan anggota 
DPRD pada periode Pemilu berikutnya. 

 

 

Kata Kunci : Daftar Calon Sementara, Sengketa Proses Pemilu, Ketidakadilan 
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ABSTRACT 

Injustice at Disputes Temporary Candidate List for Members of  
DPRD Blitar Regency in the 2019 Election  

 
Deshinta Christy Amalia 

 

The nomination stage has the highest election vulnerability index. In practical 
political life, contestation and competition in the nomination process has the 
potential to violate the electoral legal framework. In addition, the enforcement of 
election law also has the potential to cause injustice. By using qualitative research 
methods and empirical juridical approaches, this study aims to determine the factors 
that cause disputes and analyze the causes of electoral injustice in resolving disputes 
regarding the determination of a temporary list candidates for members of DPRD 
Blitar Regency in the 2019 election. The results in this study indicate administrative 
factors and political factors as the beginning of the dispute after the determination 
of the provisional candidate list. In addition, from the analysis that has been carried 
out, there are several dimensions of electoral injustice related to legal certainty, 
accuracy of dispute resolution, the ability of election supervisors and equality 
between the disputing parties. This study provides recommendations for limiting 
disputes that fall into the category of electoral process disputes, affirming the 
limitation of time for document repair for prospective candidates, adjustment of 
election dispute resolution to calendar days, recruitment Bawaslu members based 
on competence in the field of law. This recommendation is intended as an effort to 
minimize the existence of similar injustices in the settlement of disputes regarding 
the determination of the provisional list of candidates in the election of DPRD 
members for the next general election period. 

 
 

Keywords : Temporary Candidate List, Election Process Dispute, Injustice 
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